
SALINAN

BUPATIKEDIRI

PERATURAN BUPATI Kf,DIRI
NOMOR 47 TA}IUN 2011

TENTANG

PERI'BAHAII KEEMPAT ATAS PERATT'RAN BT'PATI KEDIRI
NOMOR 2T TAIIT'N 2OO5 TENTAI{G PETI'NJI'K PELAKSANAAN

PERATTJRAN DAERAH XABUPATEN TEDIRI NOMOR 21 TAHT'N 2UM
JUNCTO PERATURAN DAERAH XABI'PATEN KEDIRI NOMOR 4 TAHI'N
2OO5 TENTAIIG PERUBAEAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KEDIRI NOMOR 2I TAHIJN 2()04 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGA.I\' PIMPINAN DAN AI\GGOTA DEWAII PERWAKILA.I\'

RAKYAT DAERAH KABI'PATEN KEDIRI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TTJHAN YANG MAHA ESA

BI,'PATI KEDIRI,

: a. bahwa unttrk metaksanakan Pemnlan Da€rah Kabupaten Kedti

Nomor 2l Tahun 2004 tentsng Ke.dudukan Protokol€r dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dawan Parwakitan Rakyat

Daerah Kabupaten Kediri sebagairnana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupatetr Kediri

Nomor 1 I Tahun 2007 dan sesuai Su.at Ketua DPRD Kabupaten

Kediri Nomor 173.117441418.0A2A11 tangeal 25 Nopember

20ll psrihal Hasit Kajiao Perhitungao Tuajangan Perumahan

DPRD, Nota Diniq Kepala BPKAD KabupateD Kedii Nomor

590158'191418.7312011 1."nggal 2l Desember 20ll perihal

Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 2l Tahun 2005

tentang Potunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Kediri Nomor 21

Tahun 2004 teotary Kedudukan Protokoler dan Kcuangan

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kedid seda Bedta Acara

Nomor 590/366/418.73,2All 16to*gal22 Desemb€r 20l l tentang

Pembahasan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kediri

Nomor 2l Tahur 2005 tentaug Pehmjuk Petaksanaan Peda Kab.

KedLi Nomol 2l Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab, Kedid p€du

merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005



Mengingat

tentang Petrmjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 2l TahuD 2004 Junato Peraturan Dacrah

Kabupaten Kedid Nomor 4 Tahun 2005 ientang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2004

tentary Kedudukan Prctokoler dan Keuangan Pfunpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabulatEn Kediri

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 20 I 0;

b. bahqa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam

humf 4 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan

Ke€mpat Atas Peraturan Bupati Kcdiri Nomor 2l Tahun 2005

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Ksbupaten

Kediri Nomor 2l Tahu 2004 juncto Peraturan Daerah

Kabupateo Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004

tentsng Kedudukan Protokolq dan Keuangan Pimpiun dan

Anggota Dewan PeNakilan Rakyat Daerah Kabupaten K€did;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 teltang Pembenhrkan

Daerah-daemh IGbupaten dalam Lingkungan Propiosi

Jawa Timur sebagaimaoa telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (L€mbaran Negara Republik lodonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol

(Lembaran Negara R€publik lndonesia Tahur 1987 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3630);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Pmyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kotusi dan Nepotisme (I-embaran NegBra RQubtik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentatrg Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indorcsia Tahm 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik hdooesia

Nomor 4286) ;

: l.

3.

4.
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5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pe.b€ndsharsan

Negara (L€mbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan l,ombaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

6. Undang-Undary Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dau Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negan Republik Indonesia Nomol1400);

7. Uodang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentatrg Pemerintahan

Da€rah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomo 1437) sebagaimana telah beberapa kali diubah &rakhir

Undaog-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan

Lembaran Negara Republik Ldonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang,an

KeuaDgaD antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(t mbaran Negara Republik Indonesia Tahull 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,{438);

9. Undang-Uudang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Da€rah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indooesia Nomor 5043);

10. Udang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll teltang Pembeotukan

Pemturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

ll. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan

Keprotokolan mengenai Keu/enaogan Pemetintah Tata Tempat,

Tata Upaaar4 Tata Penghomatan (Lembaran Negara Ropublik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3432);
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I 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Peruakilan Rakyat DaeEh (rmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomoll4l6) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhn dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembamn Negara Republik lndonesia

Nomor 4712) ;

13. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentary

Pengelolaan Keuangan Daemh (kmbaran Negara Republik

lodonesia Tahm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lodonesia Nomor 4578) ;

14. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 t€ntang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

15. Penturao Peme ntah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerirtaban Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupst€D/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahrm 2007 Nomor 82, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Per&hlan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Da€rah

tent ng Tata Tertib DewaD P€nt'akilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik lodonesia Tahun 2010 Nomor 22,

Tambahan kmbaran Negara Republik lndouesia Nomor 5104);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teniang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa

kali diubah tenkhil dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nonor 2l Tahun 201l;

18. Peratum Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05,2007 tentang

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap s€bagaimana

beberapa kali diubah teEkhir dengan Peraturan Metrteri

Keuangan Nomor 07/PMK.02/2008;



19. Peraluan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Prcduk Hukun Da€rah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahu 20M

tentang Kedudukar Pmtokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakitan Rakyst Daerah IGbupateD Kediri

(Lenbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatm Kedid Nomor

13 Seri E) sebagaimana telah b€berapa kali diubah temkhir

dengan Peraturan Daorah Kabupatetr Kediri Nomor ll Tahun

2007 (Lembaran Daerah IGbupater Kediri Tahua 2007 Nomor

I 1 , Tambahan Lembarsn Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32) ;

21. Peraturan Bupati Kediri Nomol 2l Tahun 2005 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Da€rah Kabupaten Kediri

Nomor 2l Tahun 2004 juncto Pemturan Da€rah Kabupaten

Kcdiri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PeraturaD

Daerah Kabupaten Kedfui Nomor 21 Tahm 2004 tedang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daemh Kabupaten Kedfui

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi dengan

Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2010;

MEMUTUSKAI\' i

PERATURAN BUPATI IENTANC PERIJBAHAN KEEMPAT

ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 21 TAHI-'N

2OO5 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERAruRAN

DAERAH KABT'PATEN KEDIRI NOMOR 2I TAHIJN 2OO4

JUNCTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 4 TAHLN 2OO5 TENTANG PERI'BAIIAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 21

TAHI]N 2OO4 TENTANG KEDIJDUKAN PROTOKOLER DAN

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

Menetapkan
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Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005

tentang Pctunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 2 I Tahun 2004 juncto Pqaturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daemh

Kabupatcn Kediri Nomor 2l Tahun 2004 tentaug Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri @erita Daemh

Ikbupaler Kediri Tahun 2005 Nomor 2l Sed E) yary telah

beberaga kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor 15 Tahun 2006 (Berila Daerah IGbupaten Kediri

Tahun 2006Nomor 15);

b. Nomor 17 Tahun 2008 @erita Daerah Kabupa&n Kedii

Tahm 2008 Nomor 17);

c. Nomor 23 Tahun 2010 @erita Daerah Kabupaton Kodiri

Tahur 2010 Nomor 23);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dalarr hal Pemerht h Daerah betum dapat menyadiakan

rumah jabatan Pimpinan atau rullah dinas anggota DPRD

kaada yaog hersangkutan dib€rikan tunjangau

sebagai b€rikut :

a" Ketua DPRD sebesar Rp. 7.987.000,00 (tujuh juta

sembitan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.603.000,00 (enam juta

enam ratus tiga ribu rupiah) per bulan;

c. Anggota DPRD sebesal Rp. 4.843.000,00 (empai juta

delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per bulan.

(2) Besaran tunjangao perumahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) berdasa*an hasil survey harga sewa rumah bosffia

kelengkapannya di Jatan So€kamo-Hatta IGbupateo Kediri

oleh PT. Superintendiog Company of Indonesia"

(3) Pembetian tunjangan perumahan sebagaioana dimaksud pada

ayat ( I ) diberikaD pada awal bulan.

(4) Tunjaogan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dianggarkan pada Pos DPRD.
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Pasal II

Peraturar Daerah ini disusrm b€rdasarkan Surat Ketua DPRD

Kabupaten Kediri Nomor l73.l044Al8.O2n0l l tanggal 25

Nopember 2011 perihal Hasil Kajian Pefiitungan Tunj""gan

Perumahan DPRD, Nota Dinas Kepala BPKAD Kabupaten Kedid

Nomor 590/5819/418 .7312011 trf,l.qgal 2l Desember 20ll perihal

Perubahan Peratuan Bupati Kediri Nomor 2l TahuD 2005 tentsng

Petujuk Pelaksanaan Perda l(ab. Kediri Nomor 2l Tahun 2004

tentang Kedudukan Prolokolor dan Keuangn Pimpinan dan

Anggota DPRD Kab. Kedid, dan Berita Acara Nomor

59013661418.73D011 t,,l,geal 22 Desemb€r 20ll tentang

Pembahasan Perubahan Keempat Atas Pemturan Bupati Kedid

Nomor 2l Tahun 2005 tontaog Petuduk Pelaksanaan Pods Kab.

Kedfui Nomor 2l Tahun 2004 tentaog Kedudukan kotokol€r dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kodiri, serta mulai

berlaku pada tanggal d

Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan penguadangan

Peraturan Bupati ini dengan p€nempalanDy& dalam Berita Da€rah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 30 - 12 - 20ll
BIIPATI KEDIRI,

ttd

IIARYAIYTI SUTRISNO
Dirmdangkan di Kediri
padatarygal 30-12 - 20ll

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

suPoYo
BER.ITA DAERAH KABIJPATEN KEDIRI
TAHUN 2011 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

I,SE,MM

70307r990031008
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